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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BUPATI SUMEDANG

NOMOR      TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN GRADUASI
DI KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang 	: 	a. 	bahwa dalam rangka pelaksanaan pengentasan kemiskinan, perlu dilaksanakan melalui pendekatan graduasi rumah tangga miskin yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan;
		b. 	bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi rumah tangga miskin yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan, diperlukan peraturan sebagai landasan landasan hukum;
		c. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Graduasi di Kabupaten Sumedang.
.
Mengingat 	: 1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor136);
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 3)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8)
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;


MEMUTUSKAN

Menetapkan	: 	PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN GRADUASI DI KABUPATEN SUMEDANG.
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian atau Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Graduasi adalah proses peningkatan kemampuan Keluarga miskin dan rentan untuk keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan sesuai kriteria-kriteria tertentu sehingga tidak lagi tergantung pada bantuan sosial secara penuh.
2. Pendekatan graduasi adalah suatu pendekatan penanggulangan kemiskinan yang integratif, sistematis, dan berkelanjutan dengan sasaran unit keluarga, yang memadukan bantuan sosial, pendampingan sosial, dan akses ke program pemberdayaan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi.
3. Data Sasaran  adalah Rumah tangga/individu miskin dan rentan yang terdaftar dalam sasaran dan terdaftar pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional  (DTSEN) dan ditetapkan sebagai sasaran pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi.
4. Pendamping Sosial adalah tenaga profesional yang bertugas membina, mendampingi, dan memfasilitasi KPM untuk mengakses berbagai program dan mencapai tujuan graduasi.
5. Rencana Aksi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan melalui pendekatan Graduasi adalah dokumen perencanaan terperinci yang merinci sasaran, strategi, prioritas kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan graduasi kemiskinan dalam periode waktu tertentu. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengorganisasi dan melaksanakan kegiatan agar berjalan efektif dan efisien, serta untuk memantau kemajuan menuju pencapaian target.
6. Keluarga Miskin adalah keluarga dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan sesuai data BPS.
7. Keluarga Rentan Miskin merupakan keluarga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dan berisiko jatuh miskin akibat guncangan sosial/ekonomi.
8. Rumah Tangga Sasaran Adalah rumah tangga penerima manfaat program graduasi sesuai hasil verifikasi dan validasi.
9. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial adalah intervensi berupa bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial.
10. Pengembangan Mata Pencaharian adalah kegiatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui pelatihan, usaha, dan akses pasar.
11. Pemberdayaan Sosialadalah penguatan kapasitas, partisipasi, dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
12. Inklusi Keuangan Adalah akses keluarga sasaran ke tabungan, kredit, layanan keuangan formal, dan produk keuangan lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya dan masyarakat dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi di Kabupaten Sumedang.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a. Memastikan pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi berjalan lebih terarah, terpadu, terukur, dan akuntabel.
b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengentasan kemiskinan menuju kemandirian ekonomi.
c. Terwujudnya graduasi penduduk miskin dan rentan; dan
d. Berkurangnya tingkat kesenjangan ekonomi Masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN GRADUASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi dilaksanakan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, stakeholder lainnya dan Masyarakat.

Pasal 5
Sasaran peserta pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi meliputi rumah tangga dan/atau individu yang memenuhi syarat sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 6
1. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi dilaksanakan dalam bentuk :
a. Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Perlindungan Sosial
b. Pengembangan Mata Pencaharian
c. Pemberdayaan Sosial
d. Inklusi Keuangan
2. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
a. Kolaborasi program dan lintas sektor melalui pengintegrasian berbagai program yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
b. Sinergi Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa
c. Kemitraan dengan Swasta dan Lembaga Non Pemerintah
d. Pendampingan dan Monitoring.

Bagian Kedua
Pendataan Sasaran Graduasi

Pasal 7
1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang menetapkan kriteria sasaran graduasi sebagai dasar untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi.
2. Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Perangkat Daerah dan Lembaga terkait.
3. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Desa/Kelurahan untuk melakukan pendataan.
4. Desa/Kelurahan  dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan atau Desa/Kelurahan.
5. Data hasil pendataan oleh Desa/Kelurahan disampaikan kepada Bupati Sumedang melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan sebagai sasaran pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Bersama BPS Kabupaten Sumedang melakukan verifikasi dan validasi data sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta melakukan padu padan dengan DTSen
7. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8
1. Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan setiap perubahan data rumah tangga/individu kepada Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang melalui Camat.
2. Dalam hal diperlukan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Bersama Kecamatan dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
1. Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data sasaran.
2. Data Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Kelurahan
3. Data Sasaran berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam e-office Desa.
4. Data Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan oleh Perangkat Daerah/Lembaga terkait dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi dan dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat daerah/Lembaga yang menggunakan data sasaran untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Sasaran diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 10
1. Data sasaran yang telah diverifikasi dan divalidasi disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk ditetapkan oleh Bupati.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi perangkat daerah/Lembaga terkait untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab dalam Pelaksanaan Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi

Paragraf 1
Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Perlindungan Sosial

Pasal 11
1. Perangkat Daerah dan Lembaga terkait bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi sasaran.
2. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) meliputi :
a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Kesehatan
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
e. Dinas Sosial
f. Kecamatan
g. Desa/Kelurahan
h. Perangkat Daerah dan atau lembaga lainnya sesuai dengan kewenangannya
3. Kriteria Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial meliputi :
a. Terfasilitasi makan bergizi 2 (dua) kali sehari
b. Terpenuhi akses ke rumah layak huni
c. Terpenuhi akses ke sanitasi yang sehat
d. terpenuhi akses ke air minum yang layak
e. terpenuhi akses ke penerangan listtrik
f. Anak Usia sekolah bersekolah
g. Terpenuhi akses ke fasilitas Kesehatan
h. mendapatkan imunisasi yang lengkap
i. memiliki kepesertaan jaminan Kesehatan, dan lain-lain
4. Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui :
a. Bantuan pangan dan sandang
b. Bantuan Rutilahu
c. Bantuan akses Sanitasi sehat
d. Bantuan akses air minum layak
e. Bantuan akses penerangan Listrik
f. Bantuan Pendidikan anak usia sekolah
g. Kepesertaan Jaminan Kesehatan, dan lain-lain.

Paragraf 2
Pengembangan Mata Pencaharian

Pasal 12
1. Perangkat Daerah dan Lembaga terkait bertanggung jawab dalam Pengembangan Mata Pencaharian 
2. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) meliputi :
a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
c. Dinas Perikanan dan Peternakan
d. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
e. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
f. BUMS/BUMD
g. Perangkat Daerah/Lembaga lainnya sesuai dengan kewenangannya
3. Kriteria Pengembangan Mata Pencaharian meliputi :
a. memiliki pendapatan 1.5 kali di atas garis kemiskinan Kabupaten
b. memiliki minimal 2 (dua) sumber mata pencaharian
c. kepemilikan asset produktif minimal 2 (dua) 
d. memiliki akses pasar terhadap barang/ jasa untuk menunjang mata pencaharian, dan lain-lain
4. Pengembangan Mata Pencaharian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui :
a. Pelatihan Vokasi dan keterampilan kerja
b. Peningkatan kesempatan kerja dan wirausaha
c. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan
d. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif
e. Diversifikasi usaha pertanian
f. Program padat karya produktif di desa
g. Program pemberdayaan Perempuan 
h. Bantuan sarana dan prasarana produksi
i. Bantuan permodalan
j. Bantuan ternak, bibit unggul atau peralatan UMKM
k. Penguatan rantai pasok dan pemasaran produk lokal
l. Fasilitasi pemasaran digital
m. Pengembangan pasar desa, sentra UMKM, dan Kawasan ekonomi lokal
n. Kerjasama kemitraan usaha dengan swasta/industry (offtaker), dan lain-lain

Paragraf 3
Pemberdayaan Sosial

Pasal 13
1. Perangkat Daerah dan Lembaga terkait bertanggung jawab dalam Pemberdayaan Sosial
2. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) meliputi :
a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Kesehatan
c. Dinas Sosial
d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
g. Perangkat Daerah/Lembaga lainnya sesuai dengan kewenangannya
3. Kriteria Pengembangan Pemberdayaan Sosial meliputi :
a. berperan aktif dalam pengambilan keputusan di keluarga dan masyarakat
b. meminimalisir pernikahan di bawah umur
c. Terlibat aktif dalam kegiatan sosial masyarakat seperti posyandu, kelompok usaha, forum warga, dan lain-lain
4. Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui :
a. Pendidikan kesetaraan gender dan Perempuan
b. Pembentukan/penguatan kelompok
c. Fasilitasi musyawarah desa yang inklusif
d. Program edukasi Kesehatan reproduksi dan pernikahan usia anak melalui sekolah, PKK, Karang Taruna dll
e. Peningkatak akses Pendidikan menegah dan vokasi 
f. Penguatan posyandu, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Koperasi, BUMDes dan forum warga
g. Penguatan jejaring sosial berbasis Desa/Kelurahan, dan lain-lain

Paragraf 4
Inklusi Keuangan

Pasal 14
1. Perangkat Daerah dan Lembaga terkait bertanggung jawab dalam Inklusi Keuangan
2. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) meliputi :
a. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
b. Dinas Sosial
c. Lembaga Keuangan
d. Perangkat Daerah/Lembaga lainnya sesuai dengan kewenangannya
3. Kriteria Inklusi Keuangan meliputi :
a. Memiliki tabungan.
b. Terdaftar atau memiliki rekening aktif dalam lembaga keuangan resmi.
4. Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui :
a. Pembukaan rekening dengan syarat ringan melalui Lembaga keuangan resmi.
b. Fasilitasi pembuatan rekening kolektif (Tabungan kelompok usaha)
c. Fasilitasi akses ke KUR, Kredit usaha mikro, koperasi simpan pinjam, dan BPR
d. Integrasi penerimaan bantuan sosial (PKH, BPNT, BLT Desa) Langsung ke rekening bank penerima
e. Pendampingan dan monitoring , dan lain-lain

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 15
Pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi diselenggarakan oleh perangkat daerah secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu dengan melibatkan lembaga non pemerintah, swasta, Masyarakat dll.

Paragraf 2
Penyaluran Program/Bantuan

Pasal 16
1. Penyaluran program/bantuan kepada sasaran diselenggarakan oleh perangkat daerah/Lembaga terkait secara komprehensif dan terkoordinasi
2. Penyaluran program/bantuan yang anggarannya berasal dari Masyarakat, pengelolaan dan penyalurannya dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang sesuai dengan kewenangannya.
3. Perangkat Daerah/Lembaga terkait dan BAZNAS, menyampaikan laporan penyaluran program/dan bantuan secara periodic kepada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang.


Bagian Keenam
 Pendampingan Sosial dan Teknis
Pasal 17

1. Pendampingan sosial dan teknis merupakan bagian integral dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi.
2. Pendampingan dilakukan secara intensif, berkala, dan berkelanjutan kepada Rumah Tangga Sasaran.
3. Pendampingan bertujuan untuk memastikan tercapainya kemandirian ekonomi dan sosial melalui: 
a. Pendampingan dalam perencanaan usaha dan pengelolaan keuangan rumah tangga; 
b. Pendampingan dalam mengakses program bantuan dan pelayanan publik;
c. Pendampingan dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan; 
d. Pendampingan psiko-sosial dan motivasi.

Pasal 18

1. Pendamping Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka (1) harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Pendamping Sosial dapat berasal dari tenaga profesional, relawan terlatih, atau pekerja sosial yang teregistrasi.
3. Pendamping Sosial wajib melaporkan perkembangan pendampingan secara berkala kepada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang melalui Camat.



BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu

Pasal 19

1. Dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Bersama perangkat daerah dan stakeholder lainnya bertugas :
a. Memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pelaksanaan graduasi.
b. Melaksanakan pemberdayaan kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi di Tingkat kecamatan/desa/kelurahan
c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi
d. Mengevaluasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi 
e. Mengalokasikan program/kegiatan serta anggaran yang cukup dan memadai dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah dengan dikoordinir oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berwenang menetapkan strategi dan program tingkat perangkat daerah dalam bentuk rencana pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi dengan berpedoman pada kebijakan, strategi dan program daerah.
3. Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SUMBER DAYA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20
Sumber daya pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi meliputi :
a. Sumber daya manusia;
b. Sumber pendanaan; dan
c. Sumber daya alam

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 20
1. Sumber daya manusia pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi dapat dilakukan oleh :
a. Tenaga kesejahteraan sosial
b. Pekerja sosial professional
c. Relawan sosial
d. Penyuluh sosial
e. Tenaga pendamping
f. Tenaga lainnya 
2. Sumber daya manusia dalam rangka pendampingan graduasi, ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Pasal 21
Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dapat memperoleh :
a. Pendidikan;
b. Pelatihan; dan/atau
c. Penghargaan

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan

Pasal 22
1. Sumber pendanaan dalam pelaksanaan graduasi kemiskinan meliputi :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Dana hibah
d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
2. Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya bisa berupa sumbangan Masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi yang pengumpulan dan pendistribusiannya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23
Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1).

BAB V 
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
Bagia Kesatu
Sistem Monitoring

Pasal 24

1. Dibentuk Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Graduasi Kemiskinan berbasis data real-time yang terintegrasi dengan Sakip Desa dan DTSeN.
2. Sistem Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memantau perkembangan Rumah Tangga Sasaran, efektivitas program, dan capaian indikator graduasi.
3. Monitoring dilakukan secara berkala setiap bulan sekali oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bersama perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 25
1. Evaluasi dampak dilaksanakan secara berkala setiap tahun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersama Inspektorat Daerah dan perangkat daerah terkait.
2. Evaluasi dampak bertujuan untuk mengukur keberhasilan tingkat graduasi sasaran penerima manfaat sesuai kriteria yang telah ditetapkan, meliputi 
a. 	Peningkatan pendapatan dan aset rumah tangga; 
b. 	Perubahan status kemiskinan dan kerentanan; 
c. 	Dampak sosial, kesehatan, dan pendidikan; 
d. 	Kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pasca-program.
3. Hasil evaluasi dampak menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan program graduasi selanjutnya.


BAB VI
KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 26
1. Bupati melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah mengoordinasikan pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi pada Tingkat Kabupaten
2. Camat mengoordinasikan pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi pada Tingkat Kecamatan
3. Kepala Desa/Kelurahan mengoordinasikan pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi pada Tingkat Desa/Kelurahan


Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 27
1. Perangkat daerah dan Lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi 
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga 
Evaluasi Kelembagaan dan Kinerja

Pasal 28
1. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersama Inspektorat Daerah melakukan evaluasi kinerja kelembagaan pelaksana program graduasi minimal satu kali dalam setahun.
2. Evaluasi kinerja mencakup aspek: 
a. 	Ketercapaian target graduasi; 
b. 	Efektivitas penggunaan anggaran; 
c. 	Kualitas pendampingan dan pelayanan; 
d. 	Kepuasan penerima manfaat.
3. 	Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan tahun berikutnya.


BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29
1. Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan dan pengawasan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi kemiskinan.
2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
a. Badan usaha
b. Organisasi kemasyarakatan
c. Perseorangan
d. Keluarga
e. Kelompok
f. Organisasi sosial
g. Yayasan
h. Lembaga swadaya Masyarakat
i. Organisasi profesi; dan/atau
j. Pelaku usaha.
3. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pengentasan kemiskinan.
4. Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setipa orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.
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